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ABSTRAK

Mohammad Rizqi Saeffullah. 201810115246. Kedudukan Hukum Keanggotaan
Bpjs Sebagai Syarat Pelayanan Publik Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional,
peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin
keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian Presiden
Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial, menjadikan
peserta aktif dalam program jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat dalam
pelayanan publik. Kewajiban sebagai peserta aktif dalam program jaminan nasional
untuk memperoleh pelayan publik sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis —Normatif yang
merupakan konsep penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini
menitik beratkan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang
berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dengan kata lain pendekatan ini dapat
dikatakan sebagai pendekatan kepustakaan karena dalam penelitian ini penulis
harus mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain
yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial, dapat
disimpulkan bahwa Kedudukan Hukum Keanggotaan BPJS Sebagai Syarat
Pelayanan Publik adalah kewajiban yang mau tidak mau atau suka tidak suka
mewajibkan agar warga masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta aktif
program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan tidak terdaftarnya sebagai peserta
aktif program Jaminan Kesehatan Nasional maka seseorang tidak akan
mendapatkan pelayanan publik, dengan kata lain kewajiban tersebut mengsyaratkan
keharusan.

Kata Kunci: Jamnian Kesehatan, Pelayanan Publik,
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ABSTRACT

Mohammad Rizqi Saeffullah. 201810115246 The Legal Position of BPJS
Membership as a Public Service Requirement Judging from Presidential
Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the
National Health Insurance Program.

In the context of optimizing the implementation of the National Health Insurance
program, increasing access to quality health services, and to ensure the
sustainability of the National Health Insurance program, then the President of the
Republic of Indonesia issued Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning
Optimizing the Implementation of the Social Security Program. This study aims to
determine whether the Optimization of the Implementation of the Social Security
Program makes active participants in the National Health Insurance program a
requirement in public services. The obligation as an active participant in the
national guarantee program to obtain public services is in line with the concept of
Human Rights.

The method used in this research is juridical — normative which is a research
concept based on the main legal material by examining theories, concepts, legal
principles and legislation related to this research. This study focuses on obtaining
information in the form of legal texts relating to the object being studied. In other
words, this approach can be regarded as a library approach because in this study the
author must study books, laws and regulations and other documents related to
research.

Based on the results of research and discussion in Presidential Instruction Number
1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the Social Security
Program, it can be concluded that the Legal Position of BPJS Membership as a
Public Service Requirement is an obligation that inevitably or likes it or not requires
that citizens register themselves as active participants of the program. National
health insurance. By not being registered as an active participant in the National
Health Insurance program, a person will not get public services, in other words, the
obligation is mandatory.

Keywords: health insurance, public services.
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“akan selalu ada dua pilihan di setiap pagi dimana pilihan tersebut

adalah terus bermimpi atau bangun dan mewujudkan mimpi. ”

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk Orang tua saya, dan
seluruh kerabat serta orang tercinta saya yang selalu menjadi

penyemangat saya dalam penulisan skripsi ini.

Xiv

Kedudukan Hukum.., Mohammad Rizqi Saeffullah, Fakultas Hukum, 2022



	1. 201810115246 - COVER
	2. 201810115246 - LEMBAR PERSETUJUAN
	3. 201810115246 - LEMBAR PENGESAHAN
	4. 201810115246 - LEMBAR PERNYATAAN
	5. 201810115246 - LEMBAR PUBLIKASI
	6. 201810115246 - ABSTRAK
	7. 201810115246 - ABSTRACT
	8. 201810115246 - KATA PENGANTAR
	9. 201810115246 - DAFTAR ISI
	10. 201810115246 - DAFTAR SINGKATAN
	11. 201810115246 - MOTTO



